
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1460, 2019 KEMEN-LHK. Hutan Tanaman Pada Hutan 

Produksi. Penatausahaan Hasil Hutan Kayu. 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.67/MNLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 

TENTANG 

PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL 

DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak negara, 

legalitas, dan ketertiban peredaran hasil hutan kayu, 

serta ketersediaan data dan informasi, perlu diatur 

mekanisme penatausahaan hasil hutan kayu yang 

berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi; 

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang 

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari 

Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.58/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 

7/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.42/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penatausahaan 

Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman 

pada Hutan Produksi, dinilai kurang optimal dalam 

pelaksanaan pemenuhan hak-hak negara, legalitas dan 
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ketertiban peredaran hasil hutan kayu, serta 

ketersediaan data dan informasi, sehingga perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal 

dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3419); 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 
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6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5432); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5056); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 
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dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4814); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor124); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5348); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5506); 

14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT- 

II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi 

Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan 

Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 14); 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-

II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 687) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.11/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 
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3/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-II/2014 tentang 

Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana 

Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 360); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentang 

Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran 

Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi 

Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1312); 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang 

Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1663); 

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang 

Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

899); 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.7/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang 

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara 
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